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Sektor Pendidikan di Kalimantan Selatan Mendapat Porsi Lebih Banyak 

Dana Alokasi Khusus 

 

 
 https://kalsel.prokal.co/read/news/24816-kalsel-terima-dana-alokasi-khusus-11-triliun-paling-banyak-

untuk-dinas-pendidikan.html 

 

 

Pemprov Kalsel mendapatkan suntikan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)i Rp1,1 

triliun di tahun ini. Jumlah ini lebih banyak dari sebelumnya yang hanya sekitar Rp900 miliar. 

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel Aminudin Latif menyampaikan, DAK 

yang diterima Pemprov Kalsel dari Kementerian Keuangan RI terbagi dua; DAK fisik dan DAK 

non fisik. "DAK non fisik paling banyak, yaitu Rp913 miliar. Kalau DAK Fisik, Rp231 miliar," 

katanya. 

Lalu untuk program apa saja DAK tahun ini? Pria yang akrab disapa Amin ini mengaku 

tidak memiliki kewenangan untuk menjawabnya. Sebab, mereka hanya menerimakan dana 

tersebut. "Untuk program kegiatan yang berwenang menjawab adalah Bappeda," ucapnya. 
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Secara terpisah, Kepala Bappeda Kalsel Nurul Fajar Desira menyampaikan, DAK tahun 

ini diprioritaskan untuk program pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. "Baik fisik maupun non 

fisik, tiga program itu yang jadi prioritas (pendidikan, kesehatan, infrastruktur)," ujarnya. 

Karena sektor pendidikan jadi yang utama, maka dia menyebut SKPD yang paling banyak 

menerima DAK ialah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel. "Di Dinas Pendidikan, DAK fisik 

bisa untuk program perbaikan fasilitas sekolah. Sedangkan yang non fisik, bisa untuk biaya 

operasional sekolah. Salah satunya untuk BOS. 

DAK Fisik 2019 ini, pihak sekolah akan melaksanakan dengan swakelola. Namun tetap 

harus sesuai dengan aturan dan tidak menyalahi aturan. Untuk DAK tingkat TK ada sebanyak 9 

sekolah penetima dengan anggaran Rp 1.776.367.000. DAK untuk tingkat SDN ada 24 sekolah 

dengan anggaran Rp 7.236.394.000 dan DAK untuk SMPN sebanyak ada 10 sekolah dengan 

anggaran Rp 2.883.480.000. 

Dia juga menjelaskan, dana DAK ini bisa berkelanjutan bila pembangunanya selesai dan 

dianggap berhasil. Sebaliknya, bila dianggap kurang, bisa jadi tahun selanjutnya tidak 

mendapatkan bantuan lagi. Data mereka memang harus diisi dengan benar karena itu online. Jadi 

kami sudah sarankan semuanya mengajukan namun masih ada yang belum menerima dan itu 

diusahakan di 2020. 

Sementara untuk pembangunan fisik dana DAK ini lebih banyak ke arah pembangunan 

ruang kelas baru dan rehabilitasi bangunan. Sebab, kerusakan masing-masing sekolah memang 

bervariasi ada yang ringan hingga berat. Jadi dana DAKnya sesuai kebutuhan masing-masing 

sekolah. 

 

 

Sumber Berita: 

1. https://kalsel.prokal.co, Kalsel Terima Dana Alokasi Khusus 1,1 Triliun, Paling Banyak 
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Catatan: 

 

 Struktur APBD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

i i Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 
urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional Desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). 

 

APBD 

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH 

PAD BELANJA TIDAK LANGSUNG PENERIMAAN PEMBIAYAAN  

1. Pajak daerah 

2. Retribusi daerah 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah 

DANA PERIMBANGAN 

1. Hibah tidak mengikat 

2. Dana darurat dari 

pemerintah 

3. Dana bagi hasil pajak dari  

provinsi ke kab/kota 

4. Dana penyesuaian dan 

dana otonomi khusus 

5. Bantuan keuangan dari 

provinsi atau dari 

pemerintah daerah lainnya 

 

1. Belanja pegawai 

2. Bunga 

3. Subsidi 

4. Hibah 

5. Bantuan sosial 

6. Belanja bagi hasil 

7. Bantuan keuangan 

8. Belanja tidak terduga 

BELANJA LANGSUNG 

 

1. Belanja pegawai 

2. Belanja barang dan jasa 

3. Belanja modal 

1. Sisa lebih perhitungan 

anggaran TA sebelumnya 

(SiLPA) 

2. Pencairan dana cadangan 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Penerimaan pinjaman daerah 

5. Penerimaan kembali 

pemberian pinjaman 

6. Penerimaan piutang daerah 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

1. Pembentukan dana 

cadangan 

2. Penyertaan modal (investasi) 

3. Pembayaran daerah hutang 

4. Pemberian pinjaman 

LAIN – LAIN PENDAPATAN 

DAERAH YANG SAH 

1. Dana Bagi Hasil 

2. Dana Alokasi Khusus 

3. Dana Alokasi Umum 


